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GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda

Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,

RPJMD dan RKPD perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6864);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);
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Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 50) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 57);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 64);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2023 Nomor 40);
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Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah
Gubernur Sumatera Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Badan adalah Kepala Badan  Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Sumatera Utara.
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Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2024-2026.
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah

dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renstra Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
sebagai berikut :
a. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
b. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
c. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Sumatera Utara;
e. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;
f.  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sumatera Utara;
g. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Utara;
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Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sumatera Utara;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
Utara;

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara;

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Sumatera Utara;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Utara;

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;

Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi
Sumatera Utara;

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Sumatera Utara;

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera
Utara;

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Utara;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera
Utara;

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera
Utara;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara;

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara;
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cc. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara;

dd. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Utara;

ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera
Utara;

ff. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara;

gg. UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad
[ldrem;

hh. UPTD Khusus Rumah Sakit Haji Medan;

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya Ditetapkan di Medan
KEPALA BIRO HUKUM,

pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

DWI ARIES SUDARTO ttd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002 HASSANUDIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 53



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026



